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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat, khususnya dibidang informasi mengalami kemajuan yang sangat tinggi. Informasi dipandang sebagai aset yang sangat berharga bagi setiap instansi dan merupakan salah satu sumber daya yang ikut menentukan dalam pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja dari instansi tersebut.

Guna meningkatkan kinerjanya, setiap instansi perkantoran perlu didukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah peningkatan sumber daya manusia dan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan sumber daya manusia tersebut. Salah satu sarana penting itu adalah dengan penggunaan sistem komputer yang pada masa sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi instansi perkantoran. Kebutuhan mendapatkan informasi yang akurat secara cepat perlu penanganan yang sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan aktual. Tersedianya data yang semakin kompleks mendorong untuk segera terwujudnya sistem baru agar tiap data yang diolah dapat menghasilkan informasi yang berdaya guna bagi manusia.

Tidak semua data yang diperoleh langsung dapat dikonsumsi oleh pemakai data, ada sejumlah data yang perlu mendapatkan pengolahan terlebih dahulu baru bisa dimanfaatkan. Untuk memungkinkan pelaksanaan pengolahan data tersebut, maka diperlukan suatu alat bantu yang cepat dan dibutuhkan untuk beberapa unsur yang lain yang akan saling berkaitan dalam pengolahan data tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah alat pengolahan atau perangkat keras (hardware), sistem pengolahan atau perangkat lunak (software) dan tenaga pelaksana pengolah data atau operator (brainware). Dengan melihat kenyataan tersebut, karya tulis ini berusaha untuk membahas tentang Komputerisasi Pengolahan Data Gaji PNS di SLTP Negeri I Larangan Brebes.

Gaji adalah merupakan hak bagi  PNS aktif yang harus diterima setiap bulannya secara tepat, baik tepat waktu maupun tepat jumlah sesuai dengan kepangkatan dan golongan masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut belum dapat diterapkan oleh PNS khususnya pada SLTP Neger I Larangan. Hal ini disebabkan karena pengolahan gaji PNS secara manual, selain merugikan terhadap PNS yang bersangkutan juga mungkin merugikan SLTP Negeri I Larangan Brebes itu sendiri yaitu masih sering terjadinya pembayaran gaji ganda, sulitnya memperoleh informasi mengenai belanja pegawai sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan, kegiatan analisa dan statistik, kurang terpenuhinya kesejahtaraan pegawai dalam hal pelayanan administrasi pembayaran gaji secara cepat dan tepat. Gaji yang merupakan hak pegawai tidak dapat diterima seutuhnya, terbebas dari segala macam pemotongan diluar ketentuan yang berlaku.

Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut diatas perlu kiranya mengubah sistem pengolahan dari manual ke sistem komputerisasi.

Tujuan pengembangan komputerisasi pengolahan data gaji pegawai di SLTP Negeri I Larangan Brebes diharapkan :

a. meningkatakan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan administrasi keuangan.

b. Memberi kemudahan dalam pembuatan daftar gaji, meliputi kecepatan, ketapatan dan akurasi pengolahan, sehingga gaji dapat diterima secara cepat dan utuh.

c. Menciptakan adanya standarisasi sistem dalam pembuatan daftar gaji.

d. Menghindari terjadinya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, misalnya pembayaran gaji ganda. Pemotongan gaji diluar ketentuan yang berlaku dan lain-lain.

e. Pemanfaatan data untuk keperluan informasi lainnya dan pengolahan data secara terpadu, antara lain dalam rangka monitoring pembayaran gaji pegawai oleh Pemerintah Daerah.

f. Membuat embrio pengelolaan data kepegawaian.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok masalah yang menjadi dasar di SLTP Negeri I Larangan Brebes adalah pengkomputerisasian data gaji yaitu untuk kebutuhan agar perincian data dalam pembuatan laporan gaji dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga. Jadi sistem ini dirancang untuk mempermudah laporan dengan tujuan terlaksananya pengolahan data menjadi informasi dan mempermudah proses pengggajian setiap bulan. 

1.3 
Batasan Masalah

Dalam Komputerisasi Pengolahan Data Gaji PNS di SLTP Negeri I Larangan Brebes dibatasi masalahnya seperti halnya data yang diolah mengenai pengalokasian golongan, gaji pokok, jabatan, pegawai , rincian potongan-potongan, rincian tunjangan dan pembayaran gaji yang akan diterima oleh pegawai. Sistem yang dibuat mengenai Pengolahan Data Gaji PNS di SLTP Negeri I Larangan Brebes. Laporan yang dihasilkan meliputi laporan daftar golongan, laporan daftar gaji pokok, laporan daftar jabatan, laporan daftar pegawai per nip, laporan daftar pegawai keseluruhan, laporan tunjangan pegawai per nip, laporan tunjangan pegawai keseluruhan, laporan potongan pegawai per nip, laporan potongan pegawai keseluruhan, laporan laporan slip gaji dan rekapitulasi pembayaran gaji. 

1.4 
Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan dari pembuatan program Komputerisasi Pengolahan Data Gaji PNS di SLTP Negeri I Larangan Brebes yaitu untuk membantu SLTP Negeri I Larangan Brebes dalam meningkatkan pelayanan dan pengolahan data gaji pegawai agar lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat.

1.5 
Metode Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun karya tulis ini antara lain :

a. Metode wawancara, yaitu dengan metode pengumpulan data denga cara wawancara langsung kepada pimpinan dan staf karyawan yang berhubungan langsung dengan pihak yang terkait.

b. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis.

1.6 
Sistematika Karya Tulis

Adapun sistemaika karya tulis yang disusun ini adalah sebagai berikut :

Bab I
Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.

Bab II
Sistem Pengolahan Data

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang SLTP Negeri I Larangan Brebes, Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepegawaian dan Gaji Pegawai Negeri Sipil, operasi data, basis data, perancanagn masukkan, perancangan keluaran, rancangan dialog, Bahasa Delphi.

Bab III 
Perancangan Sistem

Pada bab ini diuraikan mengenai perancangan sistem, perangkat pendukung, perancangan basis data, diagram alir sistem, penjelasan sistem, relasi antar tabel, rancangan masukan, dan rancangan laporan.

Bab IV 
Pelaksanaan Sistem

Pada bab ini alasan pemilihan perangkat lunak, spesifikasi program dan procedure pelaksaan program serta petunjuk operasional menjalankan program.

Bab V
Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 
Gambaran Umum SLTP Negeri I Larangan Brebes

SLTP Negeri I Larangan Brebes bediri tanggal 10 Juli 1980, yang diatur dibawah Badan Hukum : Akta Notaris Agus Sampurna, S.H., Brebes 2003 dan didirikan oleh Drs. Antonio Agus Subagyo dan diresmikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes. SLTP Negeri I Larangan Brebes  terdiri dari 18 kelas, ruang guru, ruang tata usaha, klinik, perpustakaan, ruang BP, kantin, dapur, dll. Guru yang mengajar di SLTP Negeri I Larangan Brebes ada 25 dan jumlah karyawan ada 10.

2.2 Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepegawaian dan Gaji Pegawai Negeri Sipil

2.2.1 
Pengertian Pegawai negeri Sipil
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pegawai negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri/diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Saat Mulai Timbulnya Hak Atas Gaji

Hak gaji yang timbul atas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang dapat dibayar terhitung mulai tanggal aktif melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Keterangan aktif melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang dengan catatan tidak boleh berlaku surut sebelum tanggal Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2.2.3
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 mengatur tentang ketentuan umum pangkat dan golongan serta ruang gaji Pegawai negeri Sipil yang digunakan sebagai dasar penggajian. Dalam peraturan ini pangkat Pegawai negeri Sipil dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu Pegawai negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV, serta pada masing-masing golongan I sampai dengan III dipisahkan lagi kedalam 4 (empat) ruang penggajian, yaitu Ruang a, Ruang b, Ruang c, dan Ruang d. Khusus untuk golongan IV dibagi ke dalam 5 (lima) ruang penggajian, yaitu Ruang a, Ruang b, Ruang c, Ruang d, dan Ruang e. Berdasarkan peraturan tersebut diatas jenjang pangkat Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam 17 jenjang kepangkatan, yang dimulai dari pangkat terendah Juru Muda (gol I/a) dan pangkat tertinggi Pembina Utama (gol IV/e).

2.2.4 Hak dan Kewajiban Atas Gaji dan Tunjangan

Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak. Sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji Pegawai Negeri Sipil terdiri dari gaji pokok ditambah dengan komponen-komponen tunjangan yang terkait dikurangi dengan kewajiban iuran/potongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Gaji dan komponen tunjangan terdiri dari :

· Gaji Pokok

Besarnya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dalam daftar skala gaji yang terinci menurut golongan dan ruang serta masa kerja golongan, dan khusus kepada Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji pokok yang besarnya 80% dari gaji pokok pada daftar skala gaji tersebut.
· Tunjangan Keluarga

Disamping gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang telah berkeluarga berhak memperoleh tunjangan keluarga disamping gaji pokoknya, yaitu :

a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok.

b. Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dengan pembatasan untuk 2 (dua) orang anak sesuai dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Pasal 53.

· Tunjangan Jabatan

a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Sesuai dengan Keppres Nomor 62 Tahun 1993.


b. Tunjangan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam suatu organisasi Departemen atau lembaga. Besarnya tunjangan fungsional adalah sebagai berikut :

Kepala Sekolah

: Rp 425.000,00   

Wakil Kepala Sekolah
: Rp 350.000,00

Guru


:  Rp 206.250,00

c. Tunjangan Pangan

Berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Pasal 52 setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh tunjangan beras dengan kwantum sebesar 10 kg perjiwa  untuk setiap bulannya dalam bentuk in natura dengan ketentuan :

· Tunjangan beras tidak dibayar secara rangkap apabila Pegawai Negeri Sipil dimaksud menikah dengan Pegawai Negeri Sipil atau kedua-duanya sebagai Pegawai Nnegeri Sipil.

· Tunjangan beras untuk anak Pegawai Negeri Sipil dibatasi hingga sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.

· Berdasarkan harga beras adalah RP 2.524,00 per kilogram.

b. Iuran / potongan yang melekat pada gaji antara lain 

· Iuran Wajib Pegawi (IWP) 10%

Berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 1997, kepada Pegawai negeri Sipil dipungut iuran sebesar 10% dari penghasilan setiap bulannya dengan rincian:

·     4,75% untuk dana pensiun.

·     2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan.

·     3,25% unruk tabungan hari tua.

Iuran Wajib Pegawai dihitung menggunakan rumus gaji pokok + tunjangan istri/suami + tunjangan anak * 10%.

· Tabungan Perumahan (TAPERUM)

Tabungan perumahan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai negeri Sipil dalam sector perumahan dengan cara menghimpun dana melalui potongan atau tabungan wajib Pegawai Negeri Sipil langsung dari daftar gaji. Pengaturan pemungutan atau pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil untuk iuran tabungan perumahan diatur dengan SE-DJA No.SE-9/56/0193 tanggal 16 Juni 1993, yaitu sebagai berikut :

·     Golongan   I  
Rp     3.000,00

·     Golongan   II
Rp     5.000,00

·     Golongan   III
Rp     7.000,00

·     Golongan   IV
Rp   10.000,00

· PPh Pasal 21

Sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, antara lain disebutkan bahwa setiap Pegawai negeri Sipil yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTPK) dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 5% dan ditanggung oleh pemerintah.

Pph Ps 21 dihitung menggunakan rumus gaji pokok + tunjangan istri/suami + tunjangan anak * 5 %.

2.3
Operasi Data

Untuk menyusun data dan menghasilkan sebuah informasi, ada beberapa kombinasi operasi data dasar yang harus dilaksanakan. Kombinasi operasi data terdiri dari sepuluh operasi dasar yang menghasilkan keluaran yang dapat dilihat sistem informasi yaitu antara lain :

1. Penangkapan (Capturing)

2. Pemeriksaan (Verifying)

3. Penggolongan (Classifying)

4. Pengurutan (Sorting)

5. Peringkasan (Summarizing)

6. Perhitungan (Calculating)

7. Penyimpanan (Storing)   

8. Pengambilan (Retrieving)

9. Reproduksi (Reproduction)

10. Penyebaran–pengkombinasian (disceminating)

2.4
Basis Data

Basis Data didefinisikan sebagai kumpulan file–file yang mempunyai  kaitan antar satu file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu (Harianto Kristanto, 2000).

2.4.1
Kegunaan Basis Data

Penyusunan basis data digunakan untuk mengatasi masalah–masalah pada penyusunan data yaitu :

a. Redudansi dan inkonsistensi.

b. Kesulitan pengaksesan data.

c. Isolasi data untuk standarisasi.

d. Masalah keamanan (security).

e. Masalah kesatuan (integrasi).

f.    Masalah kebebasan data

Tujuan dari sistem pengolahan data adalah untuk menyelesaikan  suatu masalah tertentu, yaitu dengan cara mengolah data yang ada dengan suatu program yang ditulis oleh programer komputer. Program yang ditulis oleh pemrogram disebut perangkat lunak aplikasi (Application Software) dengan bahasa tertentu.

Dalam pembuatan program, pemrogram harus memilih bahasa yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu dalam memilih bahasa, pemrogram harus memperhatikan beberapa kriteria yaitu :

1. Aplikasi

Aplikasi merupakan hal pokok yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahasa pemograman. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahasa pemrograman untuk bidang bisnis dan bahasa pemrograman untuk bidang teknis.

2. Tingkat kerumitan algoritma perhitungan

3. Pentingnya performasi

4. Kekomplekkan struktur data

5. Kemampuan kompiler atau penerjemah

2.5 
Perancangan Masukan

Perancangan masukan yaitu bentuk dari dokumen dasar yang digunakan untuk menangkap kode masukan (input) dan bentuk tampilan. Adapun langkah–langkah yang dilakukan, yaitu :

1. Menentukan masukan (input) dari sistem baru.

2. Menentukan parameter dari masukan (input).

Tujuan dari perancangan masukan yaitu :

1. Untuk mengefektifkan biaya masukan data.

2. Untuk menjamin pemasukan dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai.

Masukan dapat digolongkan menjadi dua tipe yaitu masukan internal “masukan yang berasal dari dalam organisasi” dan masukan eksternal “masukan yang berasal dari luar organisasi”.

Proses pemasukan data dibagi menjadi tiga tahap yaitu antara lain :

1. Penangkapan data (data capture)

Merupakan proses kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan oleh organisasi ke dalam dokumen dasar.

2. Penyimpanan data (data preparation)

Merupakan pengubahan data yang ditangkap kedalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin.

3. Pemasukan data (data entry)

Merupakan proses membacakan atau memasukan data ke dalam komputer.

2.6 
Perancangan Keluaran

Keluaran dapat berupa hasil dari media perangkat keras ataupun dari media perangkat lunak. Disamping itu keluaran dapat berupa hasil dari proses yang akan digunakan oleh proses lain dan disimpan di suatu media seperti tape dan disk atau kartu.

Tipe keluaran dibagi menjadi tiga tipe antara lain yaitu :

1. Keluaran Internal “keluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen”.

2. Keluaran Eksternal “keluaran yang didistribusikan kepada pihak luar yang membutuhkan”.

3. Keluaran Operasional “Tujuan keluaran hanya bagian komputer saja”.

2.7 
Rancangan Dialog

Rancangan dialog merupakan rancang bangun dari hubungan antara user dengan komputer. 

Tujuan rancang dialog adalah :

1. Untuk menjaga agar masukan data benar.

2. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pemakai.

Tipe – tipe rancangan dialog yang dapat digunakan adalah :

1. Dialog aktif : user mengajukan masukan ataupun pertanyaan.

2. Dialog pasif : user memilih pilihan yang sudah ada.

Dalam pembuatan desain dialog memerlukan perhatian beberapa hal, yaitu :

1.   Mudah digunakan.

2. Dapat memberikan petunjuk.

3. Menggambar sesuai dengan keinginan user.

4. Fleksibel.

2.8 
Bahasa Delphi

Bahasa yang digunakan dalam pembuatan program Komputerisasi Pengolahan Data Gaji PNS di SLTP Negeri I Larangan Brebes adalah Delphi 6.0. Delphi merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Borland dan Delphi 6.0 merupakan pengembangan versi-versi sebelumnya. Kelebihan Delphi 6.0 antara lain mempunyai kemampuan untuk menggunakan SQL yang merupakan bahasa Query yang handal. Delphi 6.0 juga dapat dipakai di internet, dan dikembangkan dengan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di Delphi sebelumnya yaitu penambahan fasilitas-fasilitas sehingga mempermudah pengembangan aplikasi, dengan cara mengurangi pengetikan. Sehingga kita  dapat berkonsentrasi pada apa yang akan kita buat bukan pada bagaimana cara membuatnya.

Selain sebagai aplikasi biasa dengan mudah Delphi 6.0 membuat aplikasi  untuk internet, seperti Win_CGI (Windows Command Gateway Inteface), ISAPI (Internet Service Aplication Program Interface), serta NISAPI (Netscape_ISAPI). Bahkan Borland menyatakan sebagai satu langkah menuju ActiveX (One Step to Active). Tentu pernyataan ini lebih mudah untuk membuat suatu aplikasi  ActiveForm yang dapat berjalan di Internet explorer sebagai suatu aplikasi biasa.

Form dan Control  

Sebuah program aplikasi pada windows minimal menggunakan sebuah form. Form tidak lain adalah bagian yang melandasi tampilan program kita, seperti selembar kertas putih yang diatasnya kita bisa meletakkan berbagai komponen. Pada form inilah berbagai control diletakkan.

Komponen Data Control 

Komponen data control adalah komponen visual yang juga merupakan komponen data_aware atau disebut juga visual control. Komponen ini melakukan interaksi antar user dengan data source (data source adalah salah satu komponen dari data accsess component). Dengan komponen ini kita dapat menyusun tampilan untuk pemakai (bisa ditempatkan disebuah form), misalnya menampilkan record, menampilkan image, button, menghapus record dan sebagainya.

Komponen data control yang dipakai pada umumnya antara lain :

-  TDBGrid
Display dan edit dataset seperti dengan format tabular (dalam xbase seperti browser).

-  TDBNavigator
Untuk mengontrol kursor (posisi) record seperti previos record, next record, first record, last record, refriesh.

-  TDBText
Display sebuah field sebagai sebuah label.

-  TDBEdit
Display dan edit sebauh field dalam edit box.

-  TDBMemo
Display dan edit sebauh field seperti text editor.

-  TDBImage
Display dan edit sebauh field Image atau binary blok data.

-  TDBListBox
Display sejumlah pilihan untuk mengisi sebuah field

-  TDBComboBox
Display sebuah edit_box dan drop_list untuk mengisi sebuah field.

-  TDBCheckBox
Display sebuah check_box untuk sebuah field Boolean (dalam xbase logical field).

-  TDBRadioGroup
Display sejumlah pilihan dalam bentuk radio button group.

-  TDBLookupBox
Display sejumlah pilihan untuk mengisi sebush field, pilihan diambil dataset lain.

-  TDBCtrlGrid
Display dan edit record secara tabular grid dan setiap selnya dapat terdiri dari data_aware component.

-   Dan komponen data control lainnya. 
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